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A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu Penanggulangan
Pengemis di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No.12 tahun 2008
tentang Ketertiban Sosial, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari
Gibson, teori tersebut menjelaskan bahwa efektivitas dapat diukur dengan
kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapainya tujuan,
proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang
matang, penyusunan program yang tepat, ketersediaan prasarana dan sarana,
dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.1
1. Penanggulangan Pengemis di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda No.12
tahun 2008 belum efektif hal itu dapat dilihat dengan masih banyaknya
para Pengemis yang berkeliaran dilampu merah, dijalanan dan pasar-pasar
dari tahun ketahun semakin meningkat, yang berarti pelaksanaan dari
Perda No. 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial belum sesuai dengan
yang diamanatkan, hal itu dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah
yang langsung turun kelapangan menangani para Pengemis, Pembinaan
dan penyuluhan yang dilakukan dinas terkait terhadap para Pengemis
hanya dirasakan oleh sebagian kecil para Pengemis tersebut,masih adanya
pelimpahan wewenang atau saling lempar tugas antara Dinas sosial dan
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dinas-dinas lainnya, sehingga dengan keadaan seperti itu membuat para
Pengemis belum mendapatkan bantuan atau penanganan secara
menyeluruhdan merata oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota
Pekanbaru.
2. Kendala Pemerintah dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Pekanbaru
Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tidak adanya panti
rahabilitasi menyebabkan tidak berjalnnya dengan maksimal program-
program yang telah ada, belum tersedianya sarana dan prasarana dalam
menunjang kegiatan program yang dilakukan dinas sosial untuk pengemis,
serta biaya yang sangat minim utnuk menunjang kegiatan atau program
yang dilakukan dinas sosial bahkan para Pengemis yang sudah dibina
walaupaun hanya pembinaan secara rohani oleh dinas sosial masih saja
ada gepeng kembali kejalan untuk meminta-minta. Hal ini tentunya masih
sangat jauh untuk dapat menurunkan jumlah Pengemis di kota Pekanbaru
secara signifikan dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Perda
No.12 tahun 2008 tentang ketertiban Sosial tersebut yang mana
masyarakat masih saja memberikan sumbangan terhadap para Pengemis
yang ada dijalanan.
B. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan selanjutnya penulis
menganggap perlu memberikan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai
berikut ;
1. Disarankan kepada pemerintah yang membuat kebijakan haruslah
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diimplementasikan dengan baik dan benar seperti sanksi bagi pemberi dan
penerima sumbangan dijalanan harus diterapkan dan diadakan pengawasan
terhadap itu.
2. Untuk Dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
dan Satpol PP Kota Pekanbaru supaya lebih meningkatkan perhatian
terhadap Pengemis tersebut dan jangan adanya Pelimpahan wewenang dari
dinas satu kedinas yang lainnya.
3. Kepada Pemerintah agar disediakannya anggaran yang lebih untuk para
Pengemis tersebut dan Pembangunan tempat Rehabilitasi Pengemis, agar
Dinas terkait lebih mudah untuk melakukan koordinasi terhadapPengemis
yang telah terjaring Razia oleh Satpol PP.
